
 

 

BUPATI RAJA  AMPAT 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT 

NOMOR 19 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG 

EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KABUPATEN RAJA  AMPAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  RAJA  AMPAT, 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah  Kabupaten Raja Ampat sebagaimana 
telah diubah beberpakali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang  Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Raja Ampat, serta tertibnya administrasi dan kepastian 

nilai serta kelas jabatan dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Raja Ampat, maka perlu ditetapkan perubahan 
atas lampiran Evaluasi Jabatan dalam Peraturan Bupati 

Raja Ampat untuk mendukung pencapaian tujuan instansi 
Pemerintah Daerah;  

 

b. bahwa dengan Persetujuan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
B/118/M.SM.02.00/2022 tentang Persetujuan Penetapan 
Hasil Evaluasi Jabatan dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Raja Ampat; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 

29 Tahun 2020 tentang Evaluasi Jabatan dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat dan 
Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Irian Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor  47 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2907 ); 
3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 



4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); 

5. Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6697); 

6.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten 
Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

 
 

 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6477); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 6718); 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Evaluasi jabatan; 

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1636); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 349); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi 
Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605); 

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 184); 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja 
Ampat Tahun 2016 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 103), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 121). 

 



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG 

EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN RAJA AMPAT.  

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 29 Tahun 
2020 tentang Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja 

Ampat diubah dan ditambah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3), diubah dan ditambah sehingga berbunyi : 

 

Pasal 5 

(1) Evaluasi Jabatan dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan 
administrasi, jabatan pengawas, jabatan pelaksana serta jabatan 
fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat 

(2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi 
nilai dan kelas jabatan, meliputi : 

a. hasil evaluasi jabatan struktural; 
b. hasil evaluasi jabatan fungsional; dan 

c. hasil evaluasi jabatan lain 
(3) Hasil Penyusunan dan Penetapan Evaluasi Jabatan dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I,II,III,IV dan V Peraturan Bupati ini; 
(4) Penerapan hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



PASAL II 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja 

Ampat. 

Ditetapkan di  Waisai 

pada tanggal 26 April 2022 
 
BUPATI RAJA AMPAT, 

         CAP/TTD 
ABDUL FARIS UMLATI 

 
Diundangkan di Waisai 

pada tanggal 27 April 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT, 

                           CAP/TTD 
                        YUSUF SALIM 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 NOMOR 19 

 

 

 


